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KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERCURUAN TINGGI

NOMOR : 09 I /StVBAN_pVAk-SURV/pTlilt/20 I 5

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI INSTITUSI PERCURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (l)
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kcbudayaan nipuUii[
Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang sadan Akreditasi
Nasional, Badan Akreditasi Nasionat pcrguruan Tinggi
(BAN-PT) telah melakukan akreditasi terfi-adap lnstitiii
Perguruan Tinggi yang diusulkan dan telah ditetapkan
hasilnya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu diteapkan Keputusan Badan Akrcditasi
Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan peringkat
Akreditasi lnstitusi Perguruan Tinggi;

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tcntang Sistcm
Pcndidikan Nasional (Lembaran Negara Republik indoncsia
Tahun 2W3 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran Ncgara
Republik lndonesia Nomor 430 I );

b.

2

3

4.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 20lZ tenbng pendidikan
Tinggi (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tatrun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor l9 Tahun 2005 tcntang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Ncgara Rcpublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LcmSaran Negara
Republik lndonesia Nomor 44961;

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian
Negara Republik lndonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan prcsiden Republik
lndonesia Nomor 9l Tahun 201 l;
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5. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 201I tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon I Kementerian Negara;

6. Keputusan hesiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun
2009 mengenai Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu II
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 6liP Tahun 2012;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
lndonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi
Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor l74lPl20l2 tentang Anggota Badan

Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akrcditasi
Nasional Sekolah/lrdadrasah, dan Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 2017,

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
l93Pf2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1741P12012 tentang

Anggok Badan Akreditasi Nasional Perguruan !ne.gi'
ea;';'n Akreditasi Nasional Sekolatr/Madrasah, dan Badan

Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun

2012 -2017;
g.KeputusanMenteriPendidikandanKebudayaan-Republik

lnd.onesiaNomorzo7,f:nol2tentangKetuadanSekretaris
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi' 9"9*
Alaeditasi Nasional Sekolah/lv{adrasah, dan Balan

Akrcditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun

2012 -2017;

Hasil keputusan rapat pleno Badan *A'kreditasi Nasional

Perguruan Tinggi tanggal 14 Maret 2015
Memperhatikan
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETICA

KEEMPAT
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI
PERGURUAN TINCGI TETTAN'C
PERINGKAT AKREDITASI INSTiiUST
TINGGI

Un_iversitas Tadulako, palu Terakreditasi dengan Nilai307 Peringkat B (Baik).

Keputusan ini berlaku 
. 
selama proses pengelolaan danpenyelenggaraan lnstitusi perguruan Tinggi m-"menrni Jansesuai dengan ketentuan peraturan, pJr-unoang_unaunt"n

yang berlaku.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka status akreditasi
institusi Universitas Tadulako, fatu paOa feputusan naOan
Akreditasi Nasional perguruan Tinggi
Nomor : 2 I 9/SIVBAN-pT/Akredffi/V ill2}t 4,
tanggal : l9 Juli 2014,
tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal l9 Juli 2014 sampai
dengan l9 Juli 2019.

NASIONAL
NILAI DAN
PERGURUAN

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal l4 Maret 2015

qD TTTUE BADAN AKREDITASI NASIONAL
UAN TINCGI,

Salinan disampaikan keoada yth:

l. Menteri Riset, Teknologi. dan pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara

4. Para Koordinator Koordinasi perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur perguruan Tinggi yang bersangkutan
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